
 
 

BUPATI BANJAR 

PERATURAN BUPATI  BANJAR 

NOMOR 38  TAHUN  2013 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu 
untuk mengatur kembali tentang petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Air Tanah; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 16 Tahun  2012 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2011 perlu di 

sesuaikan dan diganti;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4377); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4161); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesai Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 
pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral  
(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5276); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan 

Lembaran Daerah  Kabupaten Banjar Nomor 04); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Banjar Nomor 01); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 03); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH. 

 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

3.  Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Banjar. 

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang 

selanjutnya disebut Dispen. 

6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar 

yang selanjutnya disebut Kepala Dispen. 

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah. 

8. Pengambilan air adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penggalian, 
pengeboran atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk 

dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya. 

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air 
tanah.  

11.  Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang 
telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama 
dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. 

12.  Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah air tanah per satuan 
volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama 

dengan harga air baku dikalikan dengan faktur nilai air ; 

13. Usaha Makro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan 
Usaha  Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yakni :  

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

 

14. Usaha Kecil adalah usaha kecil produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
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rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil adalah 

sebagai berikut :  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

milyar rupiah) sampai dengan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima 
puluh milyar rupiah) 

16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih  yang bukan merupakan atau hasil penjualan 
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional 

milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 
kegiatan ekonomi Indonesia.   

 

 
BAB II 

DASAR PENGENAAN PAJAK  

Pasal 2 

(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA yang nilainya ditentukan oleh       

sebagian atau seluruh faktor berikut : 

a. Jenis Sumber Air; 

b. Lokasi Sumber air; 

c. Volume air yang diambil; 

d. Kualitas Air; 

e. Luas areal tempat pemakaian air; 

f. Musim pengambilan air; dan 

g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air  

dan/atau pemanfaatan air. 

(2) Besarnya pajak air tanah adalah 20 % (dua puluh persen) dari NPA. 

(3) Cara perhitungan NPA adalah hasil perkalian volume air dengan HDA. 

 
BAB III 

NILAI PEROLEHAN AIR 

Pasal 3 

(1)  NPA mengandung 2 (dua) komponen yakni volume air dan HDA. 

(2)  Angka HDA ditetapkan sebesar Rp. 125 ,- / meterkubik.  

(3)  Volume air adalah besarnya pengambilan air. 

(4) Perhitungan volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan 
alat pengukur volume air dan/atau dihitung dari kapasitas pompa air yang 
dipergunakan wajib pajak dan waktu pemakaiannya. 
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BAB IV 

WAJIB PAJAK AIR TANAH 

Pasal 4 

 
(1) Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

(2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Usaha Besar; 

b. Usaha Menengah; 

c.  Usaha Kecil. 

(3) Jenis wajib pajak dengan skala Usaha Besar diberi faktur pengali 2 (dua), 

Usaha Menengah diberi faktur pengali 1,5 (satu koma lima) sedangkan Usaha 
Kecil diberi faktur pengali 1 (satu). 

 

BAB V 
BESARAN POKOK PAJAK AIR TANAH  

Pasal 5 

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan jumlah volume air 

tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan angka HDA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan jenis wajib pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) Formulasi penghitungan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

BAB VI 
MASA PAJAK AIR TANAH  

Pasal 6 

Masa Pajak air Tanah adalah jangka waktunya selama 1 (satu) bulan kalender. 

 
BAB VII 

INSTANSI PENGELOLA PAJAK AIR TANAH 

Pasal 7 

(1) Instansi pengelola Pajak Air Tanah adalah Dispen dan Dinas Pertambangan 
dan Energi. 

(2) Dispen mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi pembayaran dan 

pembukuan/pelaporan. 

(3) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan pemungutan pajak 

meliputi pendataan, penghitungan, penetapan, penagihan dan penyitaan. 
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BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN  

PAJAK AIR TANAH  

Pasal 8 

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pajak Air Tanah menjadi Tugas dan 
Tanggung Jawab Dinas Pertambangan dan Energi selaku Instansi Teknis. 

 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjar 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal  10 Juli 2013 
   

BUPATI BANJAR, 
 

 
 
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 

Di undangkan di Martapura 
pada tanggal  10 Juli 2013 
   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR 
 

 
 
 

         H. NASRUN SYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR  TAHUN  2013 NOMOR  38 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR 
  NOMOR  38 TAHUN 2013 

  TANGGAL  10 JULI 2013 
 

 
Formulasi penghitungan pajak air tanah : 
 

PAJAK AIR TANAH 
 

= Tarif x volume air x HDA x Jenis 
Usaha 

PAJAK AIR TANAH USAHA BESAR 

 

= 20% x volume air (M3) x Rp. 125,- x 2 

PAJAK AIR TANAH USAHA 

MENENGAH 
 

= 20% x volume air (M3) x Rp. 125,- x 

1,5 

PAJAK AIR TANAH USAHA KECIL = 20% x volume air (M3) x Rp. 125,- x 1 

 
 
 

BUPATI BANJAR, 
 

 
 
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 

 


